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Bahwa Taman Nasional Lorentz merupakan Kawasan Konservasi
Alam terluas di Indonesia yang memiliki ekosistem terlengkap
di kawasan Asia Pasifik yang memiliki tiga fungsi utana yaitu
perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam
hayati dan ekosistemnya secara lestari dan berkelanjutan;

bahwa dalam rangka menciptakan pengclolaan kegiatan
pendakian di Taman Nasional Lorentz yang aman, tertib dan
berorientasi ekowisata serta memberikan manfaat kepada
masyarakat daerah penyangga dan untuk mencegah terjadinya
dampak negatif seperti pelanggaran terhadap hak-hak pemilik
ulayat clan/atau adat, pencemai'an arr, sampah, vandalisme,
dan gangguan terhadap keselamatan dan kelangsungan hidup
satwa liar sehingga perlu pengelolaan dengan baik untuk
meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
tentang Standar Operasional Prosedur Pendakian di Taman
Nasional Lorentz.

Pasai 188 ayat (2) Unciang-Undang Dasar Negara
Republiklndonesia Tahun t945 tentang Pengakuan dan
Perlindungan Masyarakat AdaU
Pasal 5 ayat (l), Pasal 20, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat
(4), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya;
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2004;
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan
Pertolongan
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6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

7. Undang-unciang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak;

9. Undang-t-Jndang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Provinsi Papua Tengah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2009 tentang
Perlindungan Hutan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi
Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku
pada Kementerian Kehutanan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 20ll tentang
Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian
Alam, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 108 Tahun 2015;

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.BC/'l4El',lLHK /SETIEN/KKL.l/9/2016 tentang Standar
Peralatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
dan Kecelakaan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan;

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P. 4311.4 EN LH'/,J SEKJ EN/KU M . U 6 / 2A 17 tenta n g Pem berdayaan
Masyarakat di Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian
Alam;

16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.8/MENLHK /SEKJEN/KUM.l/3/2019 tentang Pengusahaan
Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman
Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;

17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15
Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17
Tahun 2O22 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan
Ekosistem sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Lingi..ungan Hidup dan Kehutanan Nornor 22 Tahun 2A22;

19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 4645/Menhut-
VlllKUH/z0L4 tentang Penetapan Kawasan Hutan dan Perairan
Taman Nasional Lorentz Seluas 2.348.683,3L Hektar yang
Terletak di Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten
Intan Jaya, Kabupatcn Puncak, Kabupaten Puncak Jaya,
Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten jayawijaya, Kabupaten
Yahukimo, Kabupaten Nduga dan Kabupaten Asmat Provinsi
Papua;

20. Peraturan Direktur lenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi
Alam Nomor P. 7/IV-SET(2011 tentang Tata Cara Masuk
Kawasan Suaka alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman
Buru;
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Memperhatikan: 1. SNI (Standar Nasional Indonesia) Nomor B0t3:2014
tentang Pengelolaan Pariwisata Alam;

2. SNI (Standar Nasional Indonesia) Nomor 8748:20L9 tentang
Pengelolaan Pendakian Gunung.

n E^rt lrt lct/At\t .t rt-r'r\,, | \JrJt\l'\t I !

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENDAKIAN DI TAMAN NASIONAL
i r-\DEir-r7 f\Ai\i Di ilrlr-Al/ ,_ADC-rEl\iC7

KESATU Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pendakian
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Standar Operasional Prosedur Pendakian scbagaimana
dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan acuan atau
pedoman dalam melaksanakan seluruh aktivitas pendakian
di Taman Nasional Lorentz dan Puncak Carstensz.
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KEEMPAT

Pengurus Papua Mountaineering Association (PMA) dan
Pejabat Pengawas pada Balai Taman Nasional Lorentz
dapat melaksanakan pengawasan dan pengendalian sesuai
ketentuan yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur
Pendakian pada wilayah kerjanya masing-masing.

Pada saat Keputusan ini berlaku, semua peraturan teknis
mengenai Standar Operasional Prosedur Pendakian di
Taman Nasional Lorentz dan Puncak Carstensz dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan maka akan
dilakukan pernyeseuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nabire
Padatanggal, l/ Maret 2025

PALA DINAS,
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21. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor P. 3/SETJEN/ROKUM/KKL.U612Ol7
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan
Evakuasi Korban Bencana dan Kecelakaan di Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KELIMA
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Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Kehutanan;
2. Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik

Indonesia (KLH/BPLH);
3. Menteri Parawisata Republik Indonesia;
4. Gubernur Papua Tengah;
5. Gubernur Papua Pegununganl
6. Gubernur Papua Selatan;
7. Direktur Jenderal KSDAE;
8. Bupati Kabupaten Mimika;
9. Bupati Kabupaten Intan Jaya;

10. Bupati Kabupaten Puncak;
11. Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE;

12. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi, Ditjen KSDAE;
13. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua Pegunungan;
14. Kepata Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tengah;
15. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua Selatan;
16. Pejabat Pengawas lingkup Balai Taman Nasional Lorentz; dan
17. Ketua Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia;
18. Kepala Kepolisian Daerah Papua;
19. Kepala Kepolisian Daerah Papua Tengah;
20. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Mimika;
21. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Intan Jaya;
22. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Puncak;
23. Kepala Kantor Imigrasi TPI II Mimika;
24, Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Mimika; dan
25. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Intan Jaya.
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAKIAN DI TAMAN NASIONAL

LORENTZ DAN PUNCAK CARSTENSZ



KATA PENGANTAR

Gunung merupakan saiah satu tempat terbaik untuk rnengekspresikan kegemaran
petualangan di alam bebas, oleh karena itu, kegiatan pendakian gunung akhir-akhir
ini cukup berkembang pesat. Kegiatan pendakian gunung perlu dilakukan dengan
hati-hati mengingat, gunung mengandung nilai keanekaragaman hayati dan tingkat
endemisitas flora dan faunanya yang tinggi serta kesakralan yang dihayati oleh
masing-masing penduduk seternpat dengan cara yang berbeda.

Kegiatan pendakian gunung di Taman Nasional Lorentz berlangsung sudah cukup
lama. Carstensz Pyramid merupakan salah satu dari Seven Summits Dunra atau salah
satu puncak gunung tertinggi di tujuh benua, sehingga menjadi salah satu destinasi
favorit bagi pendaki mancanegara maupun pendaki nusantara. Selain Carstensz
Pyramid, di sisi timur kawasan taman nasional terdapat Puncak Trikora dan Puncak
Mandala yang saat ini juga mulai banyak diminati pendaki.

Pengelolaan kegiatan pendakian gunung selalu menekankan aspek keselamatan
serta keamanan pendaki. Selain itu aspek kelestarian alam menjadi perhatian khusus
bila kegiatan pendakian dilaksanakan di kawasan konservasi seperti di Taman
Nasional Lorentz. Oleh karena itu diperlukan sebuah pedoman bagi pengelola
kawasan maupun pelaku wisata agar aspek keselamatan, keamanan dan kelestarian
sumber daya alam tetap terwujud.

Standar Operasional Proseciur (SOP) Pendakian di Taman Nasionai Lorentz rnr

disusun sebagai pedoman untuk meminimalkan resiko bagi para pendaki, pelaku
usaha serta dampak negatif terhadap kelestarian ekosistem. SOP ini disusun
berdasarkan pengalaman dan juga masukan dari berbagai pihak. Dengan demikian
SOP ini dapat diaplikasikan namun juga terbuka terhadap masukan untuk
penyempurnaan dan penyesuaian terhadap perkernbangan dunia penclakian gunung
dengan tetap memperhatikan aspek kearifan lokal, adat dan ulayat masyarakat di
sepanjang wilayah pendakian.

Nabire, Z? r4a(d-2Dzr
Gubernur Papua Tengah

frleki Na',vipa, SH
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BAB I.

PENDAHULUAN

A i-r-. Eiaiaizana

Keunikan dan keindahan bentangan alam Papua dilengkapi dengan bentangan
ekosistem yang lengkap mulai dari perairan laut hingga pegunungan yang saat
ini masih tertutup oleh lapisan gletser. Bentangan alam Papua yang lengkap
tersebut terbentuk dari proses geoiogi yang paniang. P!"oses geoicgi yang teiadi
dalam pembentukan Pulau Papua juga turut berperan dalam tingginya tingkat
keanekaragaman hayati yang tersebar di Pulau Papua. Keindahan alam Papua
berserta keunikan kekayaan hayatinya direpresentasikan dalam sebuah kawasan
konservasi yang dikenal dengan nama Taman Nasional Lorentz (TN Lorentz).

TN Lorentz merupakan salah satu taman nasional daratan terluas dan terlengkap
ekosistemnya di kawasan Asia - Pasifik meliputi bentangan alam mulai dari
Perairan Laut Arafura hingga pegunungan barisan Sudirman dengan Puncak
tertingginya yaitu Carstensz Pyramid pada 4.884 mdpl. Kawasan TN Lorentz
Lorentz mencakup seluruh tipe ekosistem utama yang ada di Tanah Papua, yaitu
mulai dari ekosistem perairan laut, ekosistem pesisir, ekosistem hutan pantai,
ekosistem hutan rawa air payau, ekosistem hutan rawa airtawar, ekosistem hutan
dataran rendah, ekosistem hutan pegunungan rendah, ekosistem hutan

frqrgUl r(rr rgatr r Utrgur, urrrt enu;rtjrgtrr lrggtr r,r rgd idrjr.r r\dr r--r r<r rrrerrfirltr ic(ltlll1af i

dan potensi keanekaragaman hayati tersebut, maka kawasan TN Lorentz diakui
sebagai Situs Warisan Alam Dunia oleh UNESCO pada tahun 1999 dan menjadi
ASEAN Heritage Parks pada tahun 2003.

Oannalnlaan Tlt"l I nran+z norla calzlnr rrrioata alam na{r,olonaan namnalz mananial, e, r9v.visqr , Pqvq ovr\.vr pv.uu,qr ,!,u. , l i,i,r .vi ilvi

padi aktifitas pendakian puncak gunung tinggi pada Pegunungan Sudirman dan
Pegunungan Jayawijaya. Carstensz Pyramid dengan ketinggian 4.884 mdpl
dikenal sebagai salah satu destinasi unggulan wisata pendakian gunung yang
bertaraf internasional karena statusnya sebagai salah satu puncak tertinggi di 7
r+rrirrh\ Laa,ra ararr riiLanal nanaan Qarraa Qrrmairc Qaiain;+,, +6i,i6^-+ D.'h^^t
\.vJe, '/ 

ve,,vq ve,,!,q,, rru, .s,vqHq.

Trikora dengan ketinggian 4.751 mdpl, yang terletak di sebelah timur taman
nasional dan saat ini mulai diminati oleh pendaki nusantara maupun pendaki

mancanegara.

KeL,riiiari.--rsui!oa!'r wisala a.ivertiure l..eias ,Juriia ,ii Tii Loieritz ir. turrva rner'rl'nh rl

pengelolaan yang mengutamakan aspek kelestarian dan keselamatan dalam
pelaksanaannya. Untuk itu, Balai TN Lorentz sebagai pengelola kawasan TN
Lorentz menyusun sebuah standar operasional yang menjadi pedoman bagi
petugas Balai TN Lorentz, seluruh pendaki, pelaku usaha serta pihak lain yang

terkait dengan kegiatan pendakian gunung di Taman Nasional Lorentz.

-1-
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B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendakian Di TN
Lorentz adalah tersedianya pedoman kegiatan penclakian di TN Lorentz dengan
tujuan untuk meminimalkan resiko bagi para pendaki, pelaku usaha serta dampak
negatif terhadap kelestarian ekosistem dan tetap memperhatikan aspek kearifan
lokal, adat dan ulayat masyarakat di sepanjang wilayah pendakian.

,_' t-l--^r Li' 't , ,-

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya;

2. Undang-Undang Nomor4l tahun 1999 tentang Kehutanan;

3. Undang:undang Nornor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisar€an.

4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 201 4 Tentang Pencarian dan Pertolongan.

5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;

A i lnr{rn^ r rnrirn4 i\iarrnr i q lihr rn ,!-ti ? t6ni-h^ Ean^6nahan ricnLlr rsr r:, I errwYqrrqrr
Pemberantasan Perusakan Hutan;

7, Undang-undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak

a I lnrlana I lh.l.h^ trlamar 4A T6h"h ,nr, +6h+.^^ Damhantrrlzan Drarrinoi Danrravrrvqi.Y v.rvqrrv rvrr.qrrl.l r rvr..rer I Gryus
Tengah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi
dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian
Kehutanan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor23 Tahun 201 1 jo. Peraturan Pemerintah Nomor
i r_rQ r.hr,h '),-li 4 t6ht.h^ Oafl rh.ih-ii 6rac Darn+r rran Dam6r;h+-h iriamar 'f a4v r v rvr r.q. ry

tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Alam;

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43IMENLHl(/
SEKJEN/KUM.11612017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan
Suaka Aiam cian Kawasan Peiestarian Alam;

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P,8/MENLHK
/SEKJEN/KUM.11312019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka
Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;

'!5. Peraturan Menteri i<.ehutenan i.lomor P.38iil,4enhut-iil20-i4 tanggai4 iuni 20-i4
tentang Tata Cara dan Persyaratan Kegiatan Tertentu Pengenaan Tarif Rp.
0,00 (Nol Rupiah) di KSA, KPA, Taman Buru dan Hutan Alam;
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16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.80/MENLHK
/SETJEN/KKL.1 1912016 tentang Standar Peralatan Pencarian, Pertolongan
dan Evakuasi Korban Bencana dan Kecelakaan di Lingkungan Kementerian
Lingt<ungan Hidup dan Kehutanan;

17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.

18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 4645/MenhutVlllKuql20l4
Tentang Penetapan Kawasan Hutan dan Perairan Taman Nasional Lorentz
Sclr rec ? ?dn Af;? 2,i Haktar rrann Tarlatak rii Kahr rnalan Aiimika Kahr rnzlpn. iFvYt_erv.,

Paniai, Kabupaten lntan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya,
Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten Nduga dan Kabupaten Asmat Provinsi Papua.

20. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor
P. TllV-SET/2Oi i tentang Tata Cara Masuk Kawasan Suaka alam, i'.avrasan
Pelestarian Alam dan Taman Buru;

21 . Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
Nomor P. 3/SETJEN/ROKUM/KKL.1i6l2017 Tentang Petunjuk pelaksanaan
pen€rian, pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana dan Kecelakaan di Ling
kungan Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan;

22. SNI ( Standar Nasional lndonesia) Nomor 8013:2014 tentang Pengelolaan
Pariwisata Alam

23. SNI (Standar Nasional lndonesia) Nomor 8748:2019 tentang Pengelolaan
P6rr.i.i.irrr lir rnr rnn



BAB II.
KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dengan :

1. Balai TN Lorentz adalah unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan yang diberikan mandat untuk mengelola TN Lorentz.

2. Papua Mountaineering Association (PMA) adalah representasi masyarakat adat
di wilayah Papua dan TN Lcrentz khususnya yang bersinergi aktif dengan
pemerintahan NKRI dan lokal untuk mengelola serta mengembangkan segala
hal terkait wisata minat khusus di seluruh wilayah Papua yang mendorong pada
kelangsungan alam dan wisata minat khusus itu sendiri, pemberdayaan manusia
dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat adat dan advokasi lingkungan yang
berkantor di Jakarta dan Timika.

3. Pendaki adalah pengunjung yang melakukan pendakian di jalur resmi dan telah
memenuhi persyaratan pendakian dan memiliki izin masuk kawasan TN Lorentz.

4. Pendaki nusantara adalah pengunjung berkewarganegaraan Indonesia (WNl)
yang melakukan pendakian di TN Lorentz yang dibuktikan dengan identitas
kewarganegaraan berupa Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.

5. Pendaki mancanegara adalah pengunjung berkewarganegaraan Asing (WNA)
yang melakukan pendakian di TN Lorentz dibuktikan dengan ldentitas
kewarganegaraan berupa Paspor.

6. Pendakian adalah aktivitas mendaki gunung melalui jalur resrni Dendakian TN
LorenE.

7. Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam yang selanjutnya disingkat
PB-PJWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata alam
pada kegiatan pengusahaan pariwisata alam di Suaka Margasatwa, Taman
Nasionai, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata ,Alam dan wajib mendapatkan
persetujuan dan surat jalan dari PMA.

8. Trekking Organizer (TO) adalah orang/badan usaha/koperasi yang memiliki
Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (PB-PJWA) yang dikeluarkan
oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa penyedia jasa
perjalanan wisata pendakian dan salah seorang dari DireksilPengurusnya
adalah Orang Asli Papua (OAP).

9. Pemandu Gunung adalah orang yang melakukan kegiatan pemanduan terhadap
pendaki dan memiliki sertifikat kompetensi sesuai keahlian.

10. Porter adalah orang yang membantu membawa barang dan menyiapkan
kebutuhan pendaki dalam melakukan pendakian di TN Lorentz dan harus
mengikutkan Orang Asli Papua (OAP) minimal 50% (lima puluh persen) dari total
Porter yang digunakan.

1 1 . Tarif Pendakian adalah harga pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) yang han:s dibayarkan oleh pengunjung untuk rnelakukan penciakian ii
TN Lorentz berdasarkan peraturan perundang-undangan.
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12.Pungutan Adat adalah pemberian kontribusi untuk pemberdayaan ekonomi
masyarakat adat sekitar wilayah jalur pendakian dan juga untuk advokasi
lingkungan hidup di sekitar wilayah pendakian yang akan dikoordinasikan dan
ditindaklanjuti oleh Pt,lCA sebagaimana yang dijabarkan dalam cjua belas
Lampiran Keputusan ini.

l3.Penerimaan Negara Bukan Pajak disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan
yang diterima pemerintah pusat namun bukan berasal dari penerimaan
perpajakan melainkan dipungut langsung dari orang pribadi yg melakukan
pembayaran atas iayanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang
diperoleh Negara.

14. Surat Keterangan Sehat adalah surat yang diterbitkan oleh doKer pemerintah,
Puskesmas, Klinik Kesehatan, Rumah Sakit ataupun lembaga kesehatan yang
menyatakan bahwa yang bersangkutan dalam kondisi layak untuk melakukan
pendakian yang diperoleh paling lama 3 hari sebelum memulai pendakian.

15.Data check list sampah adalah daftar barang bawaan pendaki yang berpotensi
menghasilkan sampah.

16.Data check list perlengkapan standar pendakian adalah daftar perlengkapan
standar yang wa.iib <limiliki oleh setiap pendaki dan tirn daiarn setiap pendakian.

17.Jalur resmi adalah jalur pendakian yang ditetapkan oleh Balai TN Lorentz untuk
melakukan pendakian di kawasan TN Lorentz.

lS.Perlengkapan standar Pendakian adalah perlengkapan minimum yang harus
dibawa sesuai SNI atau Standar pendakian dengan menyesuaikan kebutuhan
medan pendakian Carstensz Pyramid, Puncak Trikora dan sekitamya berupa
medan hutan, medan es/salju dan medan tebing besar.

19.Sanksi adalah hukuman yang dikenakan terhadap setiap pelanggaran prosedur
pendakian serta aturan yan diberlakukan di kawasan TN Lorentz.

20. Registrasi adalah pen{iattaran c€rlon pendaki untuk rnendapatkan ijin pendakian
di Kawasan TN Lorentz.

21. Rekomendasi Polri adalah surat yang dikeluarkan oleh institusi Polri baik di
tingkat Mabes Polri atau Kepolisian Daerah terhadap perseorangan atau
organisasi yang akan berkegiatan di wilayah rawan gangguan keamanan.

22.Surat lzin Masuk Kawasan Konservasi disingkat SIMAKSI adalah izin yang
diberikan oleh Pejabat benivenang kepada pemohon untuk memasuki kawasan
konservasi.

23.Asuransi pertanggungan jiwa adalah program proteksi financial bagi pemegang
polis yang tertera cian keiuarganya dari resiko kematian atau cacet tetap yang
mengakibatkan tidak bisa menafkahi keluarganya yang diatur lebih lanjut dalam
Lampiran Keputusan ini.

24. Jaminan Evakuasi adalah surat jaminan yang dikeluarkan oleh pelaku pendakian
untuk penggunaan helikopter yang digunakan jika terdapat keadaan darurat
yang menimpa pendaki.

25.Penutupan Pendakian adalah diberhentikannya layanan dan aktifitas pendakian
gunung yang disebabkan oleh gangguan alam, keamanan, keadaan darurat
ataupun penutupan pendakian yang bersifat rutin untuk pemulihan ekosistem.
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26. Basecamp adalah tempat beraktifitas di alam terbuka, gunung dan hutan yang
ditetapkan oleh Balai TN Lorentz dengan tenda sebagai tempat menginap
sementara.
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berkedudukan di Wamena beserta Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional
VUilayah I Timika, Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah ll Wamena
dan Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah lll Nabire.

28. Pemulihan ekosistem adalah kegiatan mempertahankan, memulihkan, dan /atau
mengembaiikan ekosistem menjacii seperti konciisi asiinya ataupun konciisi masa
depan tertentu sesuai dengan tujuan pengelolaan.

29.Vandalisme adalah perbuatan merusak dan menghancurkan karya seni dan
barang berharga lainnya ( keindahan alam, ruang publik dan sebagainya).
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maupun diperairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan
pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang
juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan"

31. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di
daratan maupun perairan yang ..nempunyai fungsi periindungan sistem
penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan
satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan
ekosistemnya.

32.Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat
diseienggarakan perburuan secara teratur.

33.Pusat Komunikasi adalah pusat informasi dan komunikasi yang ada di kantor
pengelola.

34. Petugas adalah orang yang bertugas melakukan sesuatu pekerjaan tertentu.

cs.Wiiayah kerja TO (Trekking Organizer) adaiah wiiayah penyeciaan jasa
professional pendakian gunung.

36. POLRI (Kepolisian Republik lndonesia ) adalah instusi pemerintah yg bertugas
memelihara keamanan dan ketertiban umum.

37. Pertolongan standar pertolongan pcftama adalah perawatan pertama yang
diberikan kepada orang yang mendapat kecelakaan atau sakit yang tiba tiba
datang sebelum mendapat petolongan dari tenaga medis .

38. Keadaan darurat adalah kejadian atau insiden tidak terduga atau tidak
direncanakan yang berakibat membahayakan manusia, mengganggu
keiancaran aidifir.as, atau mengakibatkan kenJsakan fisik atau iingkungan, yang
harus dicegah dan ditanggulangi secara cepat dan tepat agar akibat yg
ditimbulkan dapat ditekan sekecil mungkin.

39.Pemandu level Ahli adalah Pemandu wisata gunung yang memiliki kompetensi
mahir dengan menguasai 20 unit kompetensi dan 66 elemen kompetensi.
lJlemiiiki pengalarnan ciengan jam terbang 20 kali penciakian yang berbeda,
dengan tingkat kesulitan gunung dari grade hrkrng sampai climbing (rock dan ice
climbing ) dan memiliki kemampuan rescue di gunung.


